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ABSTRAK 

ANALISIS PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 

TAHUN 2013 DAN PENGARUHNYA TERHADAP PENERIMAAN PAJAK 

DI KOTA PALEMBANG 

Oleh :  

Rahayu Agustin 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penerapan Peraturan 

Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dan pengaruhnya terhadap penerimaan pajak 

di Kota Palembang. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil 

wawancara kepada Account Representative dari tiga Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama yang ada di Palembang yaitu KPP Pratama Ilir Barat, KPP Pratama Ilir 

Timur, dan KPP Pratama Seberang Ulu, juga wawancara kepada wajib pajak 

UMKM yang dikenai peraturan ini. Metode analisis yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Dari penelitian ini didapatkan 

hasil bahwa penerapan dan upaya ekstensifikasi dan intensifikasi PP 46 Tahun 

2013 ini masih belum optimal, hal ini terlihat dari timpangnya jumlah wajib pajak 

terdaftar dengan jumlah UMKM yang ada di Palembang, jumlah wajib pajak 

terdaftar PP 46 dengan jumlah wajib pajak terdaftar keseluruhan, dan dari seluruh 

wajib pajak PP 46 Tahun 2013 yang terdaftar hanya 29-30% saja yang efektif 

bayar. Pengaruh penerimaan pajak PP 46 Tahun 2013 terhadap penerimaan pajak 

termasuk kriteria sangat kurang, karena penerimaan PP 46 hanya berkontribusi 

sebesar 0,00%-10% saja dari total keseluruhan penerimaan pajak. 

 

Kata Kunci:  PP No 46 Tahun 2013, Penerimaan Pajak, UMKM 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pajak merupakan hal yang tidak pernah lepas dari kehidupan kita sehari-

hari. Setiap saat pajak bersentuhan dengan kehidupan kita, seperti membeli 

barang, makan di retoran, biaya rumah sakit dll walaupun kita sering tidak 

menyadari bahwa kita terkena pajak. Pajak ini memiliki banyak manfaat 

karena dengan adanya pajak negara kita bisa berjalan. Menurut Pasal 1 

angka 1 UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Perpajakan:“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh 

orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-

Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan 

untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemamakmuran rakyat”. 

Sebagai warga negara yang baik kita diwajibkan untuk membayar pajak, 

dengan membayar pajak secara tidak langsung kita membantu pembangunan 

negara seperti perbaikan dan penyediaan sarana dan prasarana umum juga 

perawatannya. 

Dengan membayar pajak dapat dikatakan kita ikut andil dalam 

pembangunan negara karena pajak merupakan sumber utama penerimaaan 

negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Untuk 

mengetahui perkembangan penerimaan pajak dalam negeri Indonesia 

periode 2001-2013 dapat digambarkan pada tabel berikut. 
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Tabel 1.1 

Penerimaan Pajak Dalam Negeri Indonesia Periode 2001-2013 

Tahun Penerimaan Pajak 

Dalam Negeri 

Pendapatan Negara Peran Penerimaan Pajak 

Terhadap Pendapatan 

Negara 

2001 Rp 185,54 Triliun Rp 286,2 Triliun 64,8% 

2002 Rp 210,09 Triliun Rp 298,53 Triliun 70,4% 

2003 Rp 224,05 Triliun Rp 340,93 Triliun 71% 

2004 Rp 280,9 Triliun Rp 361,51 Triliun 77,7% 

2005 Rp 331,79 Triliun Rp 495,22 Triliun 66,9% 

2006 Rp 395,97 Triliun Rp 637,98 Triliun 62,06% 

2007 Rp 470,05 Triliun Rp 707,8 Triliun 66,4% 

2008 Rp 622,35 Triliun Rp 981,6 Triliun 63,4% 

2009 Rp 601,25 Triliun Rp 848,76 Triliun 70,8% 

2010 Rp 694,39 Triliun Rp 992,24 Triliun 69,9% 

2011 Rp 819,75 Triliun Rp 1205,34 Triliun 68,01% 

2012 Rp 968,29 Triliun Rp 1357,38 Triliun 71,3% 

2013 Rp1072,1 Triliun Rp 1502 triliun 71,4% 

Sumber:www.anggaran.depkeu.go.id 

Dilihat dari tabel diatas penerimaan pajak dalam negeri dari tahun 

ketahunnya terus mengalami peningkatan namun, perannya terhadap 

pendapatan bersifat fluktuatif. Pada tahun 2011 – 2013 peran penerimaan 

pajak terhadap pendapatan Negara terus meningkat sebesar 68,01% pada 

tahun 2011, sebesar 71,3% pada tahun 2012 dan 71,4% untuk tahun 2013. 

Hal ini juga dapat dilihat dari data yang tercantum di pajak.go.id  Pada 

tahun 2014 realisasi penerimaan pajak mencapai Rp 897 Triliun, dan pada 

tahun 2015 ini pemerintah menargetkan pajak akan berkontribusi 70% dari 

total penerimaan negara yaitu sbesar Rp 1.244,7 triliun, yaitu mengalami 

peningkatan 38,6% dibandingkan dengan tahun 2014. Lonjakan tersebut 

adalah sebuah angka di luar pertumbuhan natural penerimaan pajak  

mengingat bahwa beberapa tahun terakhir rata-rata pertumbuhan 
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penerimaan pajak adalah 15.73% dan diiringi dengan rata-rata pertumbuhan 

PDB nominal sebesar 15.40%. 

Semakin besar target yang ditetapkan maka semakin besar juga 

realisasi yang harus diwujudkan oleh Dirjen Pajak, sehingga antara target 

dan realisasi pajak ini tidak memilki gap yang terlalu besar. Beberapa tahun 

terakhir ini tepatnya sejak tahun 2013 ditetapkan PP 46 yang mengatur 

tentang pemungutan pajak final dari sektor Usaha Mikro, Kecil dan 

Menengah atau yang lebih di kenal dengan UMKM semakin hari semakin 

berkembang pesat. sejak terjadinya krisis moneter pada tahun 1997/1998 

ternyata UMKM memiliki ketahan yang relatif stabil dibandingkan usaha 

besar sehingga beberapa pihak mulai memperhatikan dan 

mempertimbangkan perkembangan UMKM. Permasalahan ekonomi 

merupakan permasalahan yang tidak pernah ada habisnya di Indonesia 

namun UMKM merupakan salah satu solusi yang baik bagi masalah ini. 

Menteri Perindustrian (Menperin) Saleh Husin mengaku senang lantaran di 

tengah situasi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lesu, industri mikro 

alias usaha kecil menengah (UKM) tetap tumbuh. Dia mencontohkan, 

industri mikro yang digeluti para srikandi di Ikatan Wanita Pengusaha 

Indonesia (Iwapi) tetap tumbuh sekitar 20%. Industri tersebut bergerak di 

sub sektor kuliner dan kerajinan (Fajriah, 2015) 

Menurut data yang di dapat dari Kementerian Koperasi dan Usaha 

Kecil dan Menengah pada tahun 2013 jumlah UMKM di Indonesia ada 

sebanyak 57,89 juta unit, atau 99,99 persen dari total jumlah pelaku usaha 
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nasional (mikro sebanyak 98,77%, kecil1,13%, dan menengah 0,09%). 

UMKM memberikan kontribusi terhadap kesempatan kerja sebesar 96,99 

persen (mikro 88,9%, kecil 4,37% dan menengah 3,36%) dan terhadap 

pembentukan PDB sebesar 60,34  persen. Karena pertumbuhan UMKM ini 

semakin meningkat sehingga sektor ini cukup potensial dalam meningkatan 

penerimaan pajak. Jumlah UMKM yang dari tahun ke tahun semakin 

menjamur, memberikan peluang kepada pemerintah untuk membidik sektor 

ini dalam upaya ekstensifikasi pajak. Namun, hal tersebut tidak mudah 

karena dimungkinkan adanya berbagai penafsiran dari Wajib Pajak UMKM 

dalam hal perpajakannya. Dan fakta di lapangan menunjukkan tumbuhnya 

UMKM tidak seiring dengan jumlah kenaikan penerimaan pajak 

(Setyaningsih dan Ridwan, 2013). 

Selama ini yang telah kita ketahui bersama bahwa pelaku Usaha 

Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) digolongkan termasuk dalam PPh 

orang pribadi, hal ini berdasarkan UU 36 tahun 2008. Namun sejak 

dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 tanggal 26 Juni 

2013 dan mulai diberlakukan tertanggal 1 Juli 2013 tentang pajak 

penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib 

pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Peraturan perpajakan yang 

dikeluarkan pemerintah dalam PP 46 tahun 2013 ini ditujukan bagi pelaku 

UMKM yang selama ini bebas dari pungutan pajak serta memfasilitasi 

UMKM dalam membayar pajak sebagai kewajiban mereka selaku warga 

negara. PP 46 tahun 2013 ini, mengatur pajak penghasilan bagi para pemilik 
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usaha dengan peredaran bruto tertentu yang tidak melebihi 

Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam satu 

tahun pajak. Selain itu, para pelaku UMKM yang dikenakan pajak 1 persen 

hanya usaha yang memiliki tempat tetap dalam menjalankan usahanya 

sedangkan para pelaku usaha seperti pedagang kaki lima maupun asongan 

yang memerlukan sistem bongkar-pasang tempat dalam menjalankan usaha 

tidak dikenakan pajak. 

Sejak berlakunya PP46 dari tahun 2013 namun belum terlihat 

peningkatan yang signifikan dalam penerimaan pajaknya padahal dengan 

adanya peraturan ini dapat memberi kemudahan dan penyederhanaan dalam 

hal pembayaran pajak. Wajib Pajak UMKM justru memberikan respon yang 

kurang baik, karena pajak yang dibayarkan lebih besar dibandingkan pajak 

yang dibayar dengan menganut Peraturan lama, yaitu UU PPh No.36 Tahun 

2008. Apalagi dengan tidak adanya kompensasi kerugian, untung rugi tetap 

dikenakan pajak 1% dari omset. Sehingga beberapa pelaku UMKM 

menolak atau bahkan pura–pura tidak tahu akan adanya peraturan baru 

tersebut. Padahal sektor UMKM di Indonesia mendominasi dalam dunia 

usaha, akan tetapi kontribusi yang diberikan UMKM hanya 5% dari total 

penerimaan. Karena melihat permasalahan inilah peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Analisis Penerapan Peraturan 

Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dan Pengaruhnya Pada Penerimaan 

Pajak di Kota Palembang”. 
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1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas maka 

perumusan masalahnya adalah:  Bagaimana penerapan Peraturan 

Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 (PP 46) dan pengaruhnya terhadap 

penerimaan pajak di Kota Palembang? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis 

bagaimana penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 ini dan 

pengaruhnya terhadap penerimaan pajak di Kota Palembang. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Manfaat teoritis 

Untuk menambah pengetahuan dan pemahaman masyarakat terutama 

pelaku UMKM mengenai PP No. 46 Tahun 2013 

2. Manfaat praktis 

Memberikan sumbang saran kepada pihak perpajakan (pemerintah) 

dalam upaya memaksimalkan penerimaan pajak dari sektor UMKM. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan yang digunakan penulis dalam menyajikan laporan 

skripsi ini disajikan kedalam 5 bab yang terdiri dari: 

BAB I. PENDAHULUAN, dalam bab ini secara garis besar penulis 

akan menjelaskan mengenai apa yang melandasi penulis dalam melakukan 

penelitian ini. Bab ini terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA, bab ini memuat teori-teori yang 

digunakan peneliti dalam melakukan analisis penerapan peraturan 

pemerintah nomor 46 tahun 2013 dan pengaruhnya  pada penerimaan pajak 

di Kota Palembang. Yaitu terdiri dari pengertian pajak, fungsi pajak, hukum 

pajak, sistem pemungutan pajak, hambatan dalam pemungutan pajak, 

pengelompokkan pajak, pengertian UMKM, kriteria UMKM, kewajiban dan 

hak wajib pajak UMKM, maksud dan tujuan PP No.46 Tahun 2013, dasar 

hukum, pokok-pokok ketentuan PP No.46 Tahun 2013, penelitian terdahulu. 

BAB III. METODOLOGI PENELITIAN, dalam bab ini akan 

dibahas rancangan penelitian, ruang lingkup, data yang digunakan, metode 

pengumpulan data, dan teknik analisis. 

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, dalam bab 

ini akan dibahas deskripsi objek penelitian, hasil penelitian, dan 

pembahasan yang dilakukan tentang analisis penerapan peraturan 

pemerintah nomor 46 tahun 2013 dan pengaruhnya pada penerimaan pajak 

di Kota Palembang. 



8 
 

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN, bab ini merupakan bab 

penutup. Penulis akan memberikan kesimpulan yang berhubungan dengan 

permasalahan yang dibahas di dalam penelitian, keterbatasan penelitian dan 

juga memberikan saran berupa masukan kepada objek penelitian. 
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